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ABSTRAK :  bahwa dalam  ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang   
Pemilihan Gubernur,   Bupati   dan   Walikota   menjadi   Undang-Undang menyatakan 
bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika 
telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi 
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
di daerah yang bersangkutan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang  Pencalonan  Pemilihan  
Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan 
pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU 
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran 
Pasangan Calon. 

  Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah: 

  UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang  
Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 



KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  

  Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 268/PL.01.4-
Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2020  diatur tentang: 

  Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020, yaitu yang memperoleh paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua 
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota 
DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2019 

 

CATATAN :  Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2020. 
 

 


